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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan pengungsi Rohingya yang melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab I pasal 1 ayat 3, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan.  Jika melihat status pernikahan seorang Stateless person dengan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., tidak dapat dicatakan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal.  Dalam hal ini stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975.  2.
Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran RI memberikan jaminan kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran hak mendapatkan status kewarganegaraan.  
Kata kunci: perkawinan campuran; rohingya;
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Status kewarganegaraan sangatlah penting sebagai bagian terpenting dari suatu negara berdaulat, yang patut dihormati, dihargai oleh setiap orang  dan negara wajib melindungi dan menjamin hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai manusia (human right and human responsibilities), tidak menutup kemungkinan juga bila seorang Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan campuran dengan pengungsi Rohingya.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana status kewarganegaraan pengungsi Rohingya yang melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan Warga Negara Indonesia dengan pengunsi Rohingya?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.  
PEMBAHASAN

A. Status kewarganegaraan pengungsi Rohingya yang melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia (WNI).
Bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka seharusnya semua orang memiliki kewarganegaraan tanpa kecuali. Hal ini dikarenakan kewarganegaraan merupakan hak untuk mendapatkan hak (right to get rights). Dimana kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang termuat didalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Walaupun telah terdapat suatu aturan internasional yang telah memberikan penjaminan hak atas kewarganegaraan kepada semua orang, namun berdasarkan estimasi dari United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) mengatakan bahwa masih terdapat sekitar dua belas ribu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan diseluruh dunia.
  Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Stateless Person) diartikan sebagai seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya.  Ketiadaan kewarganegaraan ini dapat berakibat buruk bagi seseorang yang tidak memilikinya. Kepemilikan kewarganegaraan sangat penting bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan merupakan prasyarat untuk menikmati berbagai macam hak asasi manusia.  Walaupun stateless secara harfiah berarti “without states”, namun kata ini merujuk pada individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan sendiri merupakan ikatan legal antara negara dengan individu dimana terdapat unsur hak dan kewajiban.  

Masalah yang dialami oleh Stateless Person adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Stateless Person yang diatur didalam Convention relating to the Status of Stateless Person 1954. Karena Stateless Person bukanlah warganegara dari negara dimana mereka tinggal, mereka seringkali mendapat penolakan untuk memperoleh hak dasar dan akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Mereka tidak dapat memiliki properti, menikah secara resmi ataupun mendaftarkan kelahiran anak mereka. Beberapa dari mereka ditahan dalam jangka waktu yang lama karena ketidakmampuan mereka dalam membuktikan siapa diri mereka sebenarnya dan darimana asal mereka.
  Dalam prakteknya mereka sering tidak mendapatkan dokumen identitas, ditahan karena statusnya sebagai Stateless Person, tidak diberikan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan ataupun dicegah dari mendapatkan pekerjaan.  Salah satu Etnis yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara manapun adalah Etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui oleh negara dimana mereka telah bertempat tinggal secara berabad-abad (Myanmar) maupun oleh negara dimana mereka memiliki kemiripan dari segi fisik, bahasa dan budaya (Bangladesh).

Salah satu alasan masih terdapatnya Etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dapat dilihat dari efektif tidaknya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum ataupun pemberian kewarganegaraan terhadap seseorang. Untuk dapat mementukan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif atau tidak, Lawrence M Friedman mengemukakan tiga komponen yang mepengaruhi efektifitas suatu aturan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya hukum.

Ada beberapa instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan hukum dan kewajiban kepada negara untuk memberikan status kewarganegaraan kepada mereka yang berstatus stateless person diantaranya adalah Convention relating to the Status of Stateless Person 1954, Convention on Reduction of Statelessness 1961, International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dan Universal Declaration of Human Rights dalam level pengaturan secara internasional. Dalam level nasional, Myanmar telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, Myanmar Constitution yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Status kewarganegaraaan seseorang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 15 DUHAM, dimana kemanusiaan manusia diakui sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan dan agama, sehingga etnis Rohingya juga berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari Myanmar maupun dari negara lain yang bersedia menampung para etnis Rohingya tersebut. Pasal 2 DUHAM menjelaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk mempertahankan etnisnya dan memilih agamanya. Sehingga tidak sepantasnya bagi orang-orang Rohingya tersebut diperlakukan tidak adil dan mendapatkan diskriminasi di negara tempat dia tinggal.

Status kewarganegaraan mengandung dua aspek, yaitu aspek yuridis yang berarti dari sudut pandang yuridis, kewarganegaraan adalah merupakan suatu status hukum kenegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh orang asing, dan aspek sosial budaya yang berarti dari segi sosial budaya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya. Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundangan nasional tiap negara, karena pada hakikatnya adalah hak setiap negara untuk menetapkan siapa-siapa warga negaranya, serta menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya.

Di dunia diakui dua asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut: Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Negara diberikan hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan bipatride (dwi kewarganegaraan) atau apatride (tanpa kewarganegaraan) dan pada dasarnya Undang-Undang ini tidak mengenal adanya bipatride maupun apatride pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia karena manusia sebagai (human right and human responsibilities). 

Untuk mendapatkan status kewarganegaraa etnis Rohingya berusaha dengan berbagai cara, salah satunya melalui perkawinan campuran dengan warganegara dimana tempat mereka mengungsi termasuk di Indonesia dengan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ada harapan mereka bisa memperoleh status kewarganegaraan yang jelas.  Perkawinan antara etnis Rohingya dengan yang terdapat diwilayah Indonesia mendapat pengawasan secara langsung dari pihak imigrasi, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka hanya dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi.  

1.1 Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraaan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat dengan PBB) sebagai organisasi Internasional sangatlah berperan penting untuk menentukan Instrumen-instrumen Hukum Internasional yang mampu melindungi hak seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.  

Pasal 15 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan untuk memperoleh hak-hak asasi lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesetaraan dimuka hukum.  Oleh sebabnya, hak-hak dari stateless person seringkali diabaikan hak-hak asasi lainnya dan ini juga yang menjadi keresahan dunia menghadapi fakta yang meresahkan bahwa masih ada orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau yang sering disebut stateless person.  Ada 2 (dua) instrumen hukum Internasional yang mengatur hak-hak orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan bagaimana keadaan ini seharusnya dapat dihindari yaitu Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (1954) dan Konvensi tentang Pengurangan orang Tanpa Kewarganegaraan (1961).

Selain itu juga PBB telah berperan mendirikan suatu badan kemanusiaan yang bernama United Nations High Commissioner for Refugees (selanjutnya disebut UNHCR), dengan harapa lembaga ini dapat meminimalisir setiap konflik yang terjadi di lingkungan mereka untuk mendapatkan keamanan, mencari suaka, mendapat tempat yang aman diwilayah lain ataupun di Negara lain.  

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah sebuah badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi yang berdiri pada 14 Desember 1950. Sebelum PBB juga pernah mendirikan sebuah badan kemanusiaan untuk mengatasi masalah pengungsi pada tahun 1944-1949 bernama United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) dan dilanjutkan oleh International Refugee Organization (IRO). Kedua badan tersebut didirikan pada awal perang dunia kedua untuk membantu pengungsi Eropa yang terpencar akibat peperangan. Mulanya UNHCR adalah lembaga ad-hoc yang berdurasi tiga than untuk menyelesaikan tugasnya, setelah itu akan dibubarkan. Namun pada tahun berikutnya, pada 28 Juli 1951, Konvensi PBB tentang status pengungsi dijadikan sebuah dasar hukum dalam membantu pengungsi dan statute dasar keja UNHCR. UNHCR sendiri Berkantor pusat di Jenewa, Switzerland.

UNHCR sebagai badan dari PBB yang mengurusi masalah pengungsi berpartisipasi dalam menyusun rancangan Konvensi 1954 dan 1961.  Pada tahun 1974, UNHCR ditunjuk Majelis Umum untuk menyelesaikan persoalan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, dibawah Konvensi 1961, untuk memberikan bantuan kepada mereka guna mengajukan permohonan kepada negara yang berwenang.  Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh UNHCR sampai dengan  tahun 2011 yang bertujuan menyelesaikan masalah tersebut dan berguna untuk melakukan usaha serta memberikan perhatian lebih terhadap konvensi mengenai orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan.  Hasil dari kerja keras yang dilakukan UNHCR ini, Negara Pihak (State Party) yang meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 bertambah dari 65 dan 37 pada tahun 2010 menjadi 71 dan 42 pada tahun 2011.  Pemerintah semakin mengaku bahwa berkepentingan untuk tidak membiarkan keberadaan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan berada dalam wilayah mereka.
 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB adalah dengan mengeluarkan beberapa resolusi terkait dengan hal ini.  Mandat yang diberikan kepada UNHCR berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Jumlah Pengungsi.  Hingga sampai pada pertengahan 2015 UNHCR membuat kampanye dengan hastag “#Ibelong’.  Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi 10 juta stateless sampai pada 2024.  

Usaha lain juga yang dilakukan oleh PBB dalam menunjang perannya sebagai organisasi Internasional adalah menyediakan instrument hukum internasional bagi individu-individu yang ingin memperoleh status kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam United Nation Charter (UN Charter), Universal Declaration of Human Rights, Convention Relating to the Status of Refugees, Convention Relating to the Status of Stateless Persons, Convention on the Reduction of Statelesness, International Convenant on Civil and Political Rights, Declaration on Territorial Asylum.  Dalam konvensi-konvensi tersebut negara-negara diminta untuk memberikan hak setiap individu.  Hak-hak yang tercantum dalam konvensi-konvensi tersebut merupakan hak yang harus diberikan tanpa adanya pembedaan dan diskriminasi.  Sehingga setiap negara khususnya negara pihak pada konvensi-konvensi  tersebut terikat dan wajib menaati ketentuan-ketentuan dalam instrumen-intrumen hukum internasional tersebut.  

Masalah Stateless person ini bukanlah masalah yang mudah karena berdasarkan data  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini ada sekitar 10 juta orang yang tidak berstatus kewarganegaraan sedangkan menurut data Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) ada sekitar 15 juta orang tanpa status kewarganergaraan. Perbedaan ini karena ISI memasukan pengungsi Palestina sebagai stateless.

Individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan secara otomatis merekapun tidak memiliki kartu identitas sehingga mereka tidak bisa membuka rekening di Bank, tidak bisa berpergian ke luar negeri karena tentu saja tidak ada paspor, dan mereka tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak seperti mendaftar ke Universitas juga teramat menyedihkan keberadaan status stateless person ini rentan terhadap perdagangan manusia serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Persoalan ini yang pasti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).  
Namun dalam Konvensi Status Orang Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1954 atau Convention Relating to the Status of Stateless Persons  memberikan batasan mengenai stateless person sebagai berikut:
This Convention shall not apply: 

i. To persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance so long as they are receiving such protection or assistance;

ii. To persons who are recognized by the competent authorities of the country in which they have taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country;

iii. To persons with respect to whom there are serious reasons for considering that:

a. They have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;

b. They have committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country;

c. They have been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Dalam Pasal 11 Konvensi 1954 tersebut menjelaskan tentang manusia perahu yaitu sebagai berikut:
“In the case of stateless persons regularly serving as crew members on board a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.”
Jelas terlihat bahwa dalam Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954 dalam ketentuan-ketentuannya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Stateless person sebagai seorang manusia.  Dalam Konvensi tersebut juga hak-hak yang dilindungi harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras ataupu negara asal (Country of Origin).  Bukan hanya itu juga dalam Stateless Person Convention 1954 menentukan bahwa negara dimana Stateless Person berada harus memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti yang diberikan kepada warganegaranya ataupun warganegara asing yang secara sah berada di wilayah kedaulatan negara tersebut.
 Negara peserta dari Konvensi 1954 harus memberikan Stateless Person hak atas agama, pendidikan dasar, akses terhadap pengadilan, Undang-Undang ketenagakerjaan, bantuan publik dan perlindungan intelektual properti terhadap Stateless Person yang sama terhadap warganegaranya. Sedangkan hak terhadap perumahan, hak untuk berserikat, hak untuk bergerak atau berpindah, hak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya dan hak terhadap kepemilikan atas properti baik bergerak maupun tidak bergerak harus diberikan setidaknya sama terhadap warganegara asing yang menetap diwilayah negara tersebut secara sah. Selain ketentuan diatas, negara pihak dari peserta perjanjian memiliki kewajiban untuk melakukan naturalisasi dan asimilasi dari Stateless Person untuk menjadi warganegaranya dan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses naturalisasi dan mengurangi segala biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. 

Apabila isi Konvensi tentang status Stateless Person 1954 ini dipelajari secara detail, terdapat ketentuan standar atas hak-hak yang cukup lengkap yang diberikan kepada Stateless Person untuk dapat memperoleh kehidupan sebagai manusia yang beradab.  Bahkan didalam konvensi ini negara diberikan kewajiban utnuk melakukan proses naturalisasi dan asimilasi dari Stateless Person untuk menjadi warga negara dari negara yang berangkutan secepat mungkin.  Instrumen-instrumen Hukum Internasional dalam ketentua-ketentuannya untuk melindungi hak-hak terhadap Stateless Person dirasakan sudah memenuhi standar pemenuhan hak asasi manusia.  Namun kekurangannya adalah dalam intrumen-instrumen hukum internasional pada umumnya belum terdapat sanksi yang jelas yang diberikan kepada setiap pelanggarnya.  Sehingga masih banyak negara-negara yang tidak memenuhi kewajiban internasionalnya tidak dapat dikenakan suatu hukuman yang jelas yang bersifat memaksa ataupun menghukum negara pelanggar.  

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan tentang orang-orang yang tidak bisa dianggap sebagai Stateless Person yakni seseorang yang sudah mendapat perlindungan dari Badan Komisioner Tinggi Perlindungan terhadap pengungsi dan atau selain organ atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bisa dianggap sebagai stateless person yakni seseorang yang sudah mendapat perlindungan dari Badan Komisioner Tinggi Perlindungan terhadap Pengungsi  dan atau selain organ atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), orang yang diakui cakap atau mampu oleh pemerintah di negara tersebut yang mana mereka sudah bertempat tinggal, memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam kepemilikan nasionalitas pada negara tersebut, untuk mereka yang memiliki alasan-alasan seperti; berkomitmen dalam kejahatan, berkomitmen pada kejahatan serius non-politik di luar negaranya, mereka yang bersalah karena melawan tujuan dan prinsip PBB.

Dari data yang diperoleh UNHCR terdapat 10 juta stateless person dengan status tidak memiliki kewarganegaraan dan secara otomatis mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan kehilangan hak dasarnya.  Para Stateless Person berarti hidup tanpa pendidikan yang layak, tanpa pelayanan kesehatan, tanpa memiliki dasar hukum yang pasti untuk mendapatkan pekerjaan bahkan ia tak dapat melakukan pernikahan secara sah.  Itu berarti ia juga tak dapat melakukan pernikahan secara sah. Artinya Stateless person juga tidak memiliki kebebasan untuk bergerak, memilih dan berkompetisi.  Kehilangan kewarganegaraan berarti kehilangan hak-hak kemanusiaan.   

1.2.  Status Kewarganegaraan Pengungsi Rohingya yang melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.  
Berbagai cara telah dilakukan oleh oleh kaum Rohingya (stateless person) untuk mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia, termasuk melalui ikatan perkawinan.  Namun ikatan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan kaum Rohingya yang dilangsungkan di wilayah Indonesia menjadi pengawasan secara langsung dari pihak imigrasi, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi.  

Walaupun beberapa dari kaum Rohingya telah melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia namun tidak secara otomatis kaum Rohingya tersebut memiliki status kewarganegaraan Indonesia sekalipun dari ikatan perkawinan tersebut ada istri dan anak yang harus dilindungi oleh suami maupun orang tuanya.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab I pasal 1 ayat 3, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan.  

Mengenai persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia.  Sehingga seseorang yang mendiami suatu negara dapat dikatakan memiliki status hukum sebagai warga negara.  Status tersebut oleh-nya dipergunakan untuk keperluan serta melinduni setiap orang secara hukum.  Nasionalitas atau kewarganegaraan seseorang merupakan hal yang penting bagi setiap orang karena merupakan relasi yuridis yang terus menerus antara dua pihak, yaitu negara disatu pihak dan warga negara pada pihak yang lainnya.  Namun setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan nasionalitas seseorang.   Sedangkan fungsi instrument internasional hanya sebatas mengantisipasi relasi warga negara dengan warga negara lain atau negara dengan warga negara lain.  

Jika melihat status pernikahan seorang Stateless person dengan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., tidak dapat dicatakan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal.  Dalam hal ini Stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :
Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;

b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;

c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undangundang;

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;

h. Perjanjian perkawinan apabila ada;

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;

j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
Akibat keharusan tersebut maka perkawinan antara Stateless person dengan Warga Negara Indonesia tidak dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 bahwa “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”   Perkawinan dapat menjadi salah satu cara bagi pengungsi yang berstatus Stateless Person untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan melakukan itsbat nikah karena terdapat anak dan istri yang harus dilindungi dalam perkawinan tersebut.  
Stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Akibatnya perkawinan mereka tidak dapat di terbitkan Kutipan Akta Nikah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Adminduk. Perkawinan dapat menjadi salah satu cara bagi pengungsi yang berstatus stateless person untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan melakukan itsbat nikah karena terdapat anak dan istri yang harus dilindungi dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan antara stateless dengan WNI dapat diterbitkan akta nikah yang sah, apabila dilakukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dan salah satu syarat itsbat nikah “apabila tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”. Permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila dari perkawinan keduanya telah dikaruniai anak.
  

Setelah melakukan itsbat nikah, orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan berhak memperoleh akta nikah yang sah dari Pengadilan Agama. Tetapi akta nikah yang sah tersebut, tidak membuat stateless person mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila terjadi deportasi oleh pihak imigrasi, maka akta nikah tersebut tidak dapat menjadikan alasan untuk tidak di deportasi dari Indonesia.
  Sehingga dalam melangsungkan perkawinannya, dapat dikatakan bahwa perkawinan keduanya adalah perkawinan tidak sah (Illegal) karena dilakukan secara siri tanpa melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia.

B.  Perlindungan hukum terhadap anak akibat Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya.  
1. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan campuran dalam Hukum Nasional 
Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran RI memberikan jaminan kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran hak mendapatkan status kewarganegaraan.  Dimana kemanusiaan manusia diakui sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, yang menyangkut perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan dan agama.

Status kewarganegaraan seseorang merupakan hubungan hukum antara dua pihak, disatu pihak negara dan pada pihak lainnya adalah pribadi dari warga negara sebagai subyek hukum.  Setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan nasionalitas seseorang.  Intrumen hukum internasional sebatas mengantisipasi hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.  perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam konvensi 1951.

Status perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan orang Rohingya dapat dilakukan perkawinan yang sah dan tidak ada sebab yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi 1951, dalam penampungan oleh UNHCR pengungsi Rohingya tersebut merupakan pengungsi yang mendapat perlindungan hukum.  Hanya saja Indonesia  adalah negara yang belum meratifikasi Konvenan 1951, sehingga tidak dapat mengizinkan orang Rohingya tersebut untuk tinggal dan menetap di Indonesia, sedangan status pengungsi tersebut di dapat dari UNHCR komisi PBB. Dalam Konvensi 1951 Tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, bahwa perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Rohingya dapat dilakukan secara siri atau illegal.  Namun status perkawinan tersebut akan berdampak pada status kelahiran anak dalam perkawinan karena perkawinan tersebut tidak dapat diterbitkan akta nikah, dimana berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Adminduk menyatakan bahwa “ Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.” Perkawinan antara stateless dengan WNI dapat diterbitkan akta nikah yang sah, apabila dilakukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1.
Untuk mendapatkan status kewarganegaraan etnis Rohingya berusaha dengan berbagai cara, salah satunya melalui perkawinan campuran dengan warganegara dimana tempat mereka mengungsi termasuk di Indonesia dengan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga ada harapan mereka bisa memperoleh status kewarganegaraan yang jelas.  Perkawinan antara etnis Rohingya dengan yang terdapat diwilayah Indonesia mendapat pengawasan secara langsung dari pihak imigrasi, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka hanya dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi.  Walaupun beberapa dari kaum Rohingya telah melakukan ikatan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia namun tidak secara otomatis kaum Rohingya tersebut memiliki status kewarganegaraan Indonesia sekalipun dari ikatan perkawinan tersebut ada istri dan anak yang harus dilindungi oleh suami maupun orang tuanya.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab I pasal 1 ayat 3, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan.  Jika melihat status pernikahan seorang Stateless person dengan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., tidak dapat dicatakan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal.  Dalam hal ini Stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975.  

2.
Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran RI memberikan jaminan kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran hak mendapatkan status kewarganegaraan.  Dimana kemanusiaan manusia diakui sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, yang menyangkut perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan dan agama.  Status kewarganegaraan seseorang merupakan hubungan hukum antara dua pihak, disatu pihak negara dan pada pihak lainnya adalah pribadi dari warga negara sebagai subyek hukum.  Setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan nasionalitas seseorang. Dibentuknya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bertujuan untuk menuntaskan permasalahan tanpa kewarganegaraan (stateless person) pada anak, sebagaimana dicantumkan pada pasal 4 dari undang-undang ini yang menyatakan bahwa “anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia bila ayah dan ibunya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.”  Dengan demikian yang dicegah status stateless adalah anak yang lahir dari orang tua stateless  dalam hal ini Rohingya.  Penerapan asas kelahiran (ius soli), dimana setiap orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia secara otomatis mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Indonesia.  Penekanannya diletakkan pada kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless person), kelahiran anak tersebut setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bukan bagi orang tuanya. Namun sangat disayangkan harmonisasi hukum antara peraturan yang satu dengan yang lainnya di Indonesia kurang diperhatikan sehingga menjadi tumpang tindih dan membingungkan.  Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan yang lama dalam hal pencatatan kelahiran anak, pada pelaksanaannya tetap harus mengikuti kewarganegaraan ayah seperti pada undang-undang yang lama.  Belum lagi, jika ayah dari anak tersebut berstatus tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person).  Bukan hanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tumpang tindih dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, tetapi juga Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Nomor 19 Tahun 2006 yang mewajibkan ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak.  Ketidak harmonisan hukum inilah merupakan bentuk diskriminasi, karena kalua ayahnya warga negara Indonesia (WNI) maka secara otomatis anak tersebut adalah WNI.  

2.  Saran
1.  Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengaturan yang memperbolehkan Stateless Person dalam hal ini kaum Rohingya untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui cara perkawinan dengan Warga Negara Indonesia.  Melihat berbagai macam problematika dalam perkawinan campuran antara seorang Stateless Person dengan Warga Negara Indonesia serta untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari seorang Stateless person, maka diharapkan sebaiknya ada revisi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia atau Pemerintah dapat mengeluarkan semacam kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam prosedur pengurusan perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap kaum Rohingya (stateless person) yang telah hidup kurun waktu tertentu di Indonesia.  

2.
Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran salah satu orang tuanya berstatus Stateless Person dengan Warga Negara Indonesia, memerlukan harmonisasi hukum dalam bentuk revisi beberapa peraturan yang terkait dalam pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan sehingga tidak ada ketimpangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.  Memberikan kejelasan status kewarganegaraan anak merupakan suatu bentuk perlindungan HAM terhadap anak sehingga tidak ada bentuk diskriminasi
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